PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG KPU LABUHANBATU TAHUN 2020.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR : 90/PP.01.2-

Kpt/1210/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021 PADA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
141/PHP.BUP-XIX/2021 vyang diucapkan pada tanggal 03 Juni 2021 vyang
menyatakan pada angka 3 Amar Putusan dalam pokok permohonan,
memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk
melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009
Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dalam waktu paling lama 14
(empat belas) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini dan
melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak
selesainya Pemungutan Suara Ulang;

bahwa berdasarkan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini adalah :
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,



CATATAN

Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor :
90/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/VI/2021 Tentang Penetapan Pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
141/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu
Tahun 2020.

- Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Tanggal 6 Juni 2021

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor :
90/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/VI/2021 Tentang Penetapan Pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
141/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Labuhanbatu Tahun 2020

- Lampiran 4 halaman



